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SURAT PELAKSAT{A TUGAS
NOiroR |83il 19 /BKDPSA,2020

bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Kepala Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosiai Dinas Sosial Kabupaten Halmahera

Utara, maka untuk mengisi kekoaongan iabatan dimaksud dengan ini

diberikan tugas kepada ALPlus DUKo, s.lP sebagai Pejabat Pelaksana

Tugas (PLT);

bahwa Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut perlu

ditetapkan d,engan Surat Pelaksana Tugas Bupati Halmahera Utara.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan

Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3895), sebagaiman telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3961);-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Maluku Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2464);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

flembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20't4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587,), sebagaimana telah

diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679J;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 '1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6037);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Halmahera Utara;
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Kesatu

Kedua

Ketiga

Ditetapkan di : To,b,elo

Pada Tanggal : 29Mei2020

UTARA,

TEIIBUSAN. Yth,:
1. lnspektur Daerah Kebupaten Hatmahera Utara;
2, Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala pKD d1 Pengembangan gumber Drya Aparatur Kabupaten Halmahera tltara;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utarai
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

6. Surat Kepala BKN Nomor K26-3ON.2&3199 tentang K€u,enangan

Pelaksana Harian (PLH) dan Pelaksana Tugas (pLT) dalam Aspek

Kepegawaian.

TETERINTAHKAN:

Kepada Saudara ALPIUS Dt KO, S.lp Nlp. 196S52OZtXt5Or1O14, pangkat

Golongan/Fluang Penata, llUc Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas

Sosial lGbupaten Halmahera Utara;

Terhitung mulai tanggal 2 Juni 2A2A dilunjuk sebagai pejabat pelaksana Tugas
(PLT) Kepara Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosiat Kabupaten
Halmahera llbru,
Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pelaksana Tugas (pLT)

membatasi kewenangan diantaranya:

1 . Pada tugas-tugas yang bersitat rutin, tidak memiliki kewenangan untuk

mengamtil keputusan dan/atau tirdakan yang bersifat strategis, penetapan

surat keputusan, penjatuhan hukuman disiglin, dan sebagainya;

2. Dalam melaksanakan fugas yang bersiiat prinsipil agar selalu berkonsultasi

dengan Atasan Langsung;

3. Dalam kedudukan sebagai Pejabat pelaksana Tug* tidak diberikan
tuniangan Jabatan;

4. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas ini berakhir dengan sendirinya pada

saat Peiabat Defenitif telah diangkat dilarnk
5. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung

jawab.


